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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili

Setelah mendengafi ke Y venddlan saksi-saksi ;

tertanggal . 2 YaRC e Ate i Kepaniteraan

1. Bahwa, Pemohon I—<iclssie da tanggal 26 Juli 1976
berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi
Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng NIK. 7312032607760003
tertanggal 14 Desember 2012.

2. Bahwa, pada Rabu, 16 Agustus 2000 Pemohon dengan Istri
Pemohon vyang bernama H. Misnawati binti H. Deppung
melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau,
Kabupaten Soppeng.
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3. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon telah
menerima kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Lilirilau dengan nomor 197/15/IX/2000 tanggal 4 September 2000.

4. Bahwa, dalam kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan
Penulisan nama, dalam buku nikah, tertulis Anto, yang sebenarnya
Suryanto, berdasarkan pada ljazah SD tertanggal 4 September 2000,
dan Keterangan dari Kantor Lurah Ujung, Kecamatan Lilirilau,
Kabupaten Soppeng, dengapghamor 08/KUJ/I/019 tertanggal 22

Januari 2019.

5. Bahwa, dalam

penulisan tempa 7 ) ] §idalam buku nikah
tertulis Salonro semb ect@ipat tanggal lahir
Pauramba 28 &

6. Bahwa ak 2 mohon dalam
mengurus AK@** sehingga

Watansoppeng
Berdasarkan '\ ersebl S PEm hon agar kiranya

Ketua Pengadilan g Yives a dan mengadili
perkara ini, selanjutnya @n pel ng amarnya sebagai
berikut ;

Primer :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Membebankanbiayaperkara sesuai dengan aturan yang berlaku.
Subsider :
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini

diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan
Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah
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pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, isteri Pemohon
menyatakan membenarkan permohonan Pemohon dan tidak keberatan

atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil
permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

7312036811830 ¢ hev/ - ola ya diberi tanda
P.2:
3. Foto Kutipgh=*2 (Wwaslinya dan telah
dinazegelen se Pemohon yang
dikeluarkan ole Urusan Agama

Kecamatan Lilirila | 0 : 197/15/1X/2000

serta bermeterai cukup atas nama Anak Pemohon (Muh. Aswaryanto)
yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 121 Salaonro Kabupaten Soppeng
tanggal 8 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Surat Keterangan dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup
atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Ujung,
Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan Nomor 08/KUJ/I/019
tertanggal 22 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah

menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :
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Saksi | : Rosmawati binti Lamelleng, umur 54 tahun, agama Islam,
pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Labokong, Kecamatan
Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, setelah disumpah menurut tata cara
agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu dua kali
Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan
perubahan nama Pemohon_danspers Meaban tempat dan tanggal lahir

isteri Pemohon ;

2. Bahwa saksi jugaRkerie ang menikah dengan
Misnawati pada /€ ( T sekalre fikaruniai 3 orang

anak;

3. Bahwa Pe BEORANan perubahan
nama dan per emohon karena
nama Pemoho n ljazah anak
Pemohon serta on dalam akta

&
4. Bahwa saksi 3 EAEMARS 3 2Penarnya bernama

rcanty

al lahir isteri Pemohon
Salonro, 31 Desember 1983

dalam akta nikah

Pauramba, 28 November 198
seperti yang tercantum dalam akta nikah;

5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan
identitas pada Akta Nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan
pembuatan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon ;

6. Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai dan tetap
beragama Islam sampai sekarang ;

Saksi Il : Hasna binti Kamaruddin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan
tidak ada, tempat kediaman di Salaonro, Kelurahan Ujung, Kecamatan
Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah disumpah menurut tata cara
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agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak ipar
Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan
perubahan nama Pemohon dan perubahan tempat dan tanggal lahir
isteri Pemohon ;

2. Bahwa saksi juga kenal dengan Pemohon, yang menikah dengan

Misnawati pada tahun 2008 elah dikaruniai 3 orang
anak;

3. Bahwa Pemohg§ ohonan perubahan
nama dan perubg emohon karena
nama Pemoho gan ljazah anak
Pemohon sert3 } on dalam akta

Suryanto buka Jols > am akta nikah
Pemohon, demikj& a ten = al |z isteri Pemohon
Pauramba, 28 N 3Ll f ¥ Desember 1983

identitas pada Akta Nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan
pembuatan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon ;

6. Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai dan tetap
beragama Islam sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut,
Pemohon membenarkan dan selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan
sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk
berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;
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TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang
dikuatkan bukti (P.3) dan keterangan para saksi, Pemohon telah terikat
dalam perkawinan yang sah dengan Istri Pemohon yang bernama Hij.
Misnawati binti H. Deppung, maka Pemohon harus dinyatakan sebagai
pihak yang dibenarkan sebagai subye

eterangan  saksi-saksi
dipersidangan harus di /,"‘ Pemohon dengan Istri

S

juga tempat dan tanggal lahifysiERSREmoH of yang betul Pauramba, 28
November 1983 bukan Salonro, 31 Desember 1983. Oleh karena itu maka
Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama dan tempat
dan tanggal lahir isteri Pemohon pada akta nikah tersebut disesuaikan
dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan isteri Pemohon yakni
KTP isteri Pemohon dan ljazah anak Pemohon guna dijadikan alas
hukum/demi kepastian hukum selanjutnya untuk mengurus dan
melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1), (P.2), (P3), (P4) dan
(P.5), bahwa tulisan nama Pemohon yang benar adalah Suryanto bukan
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Anto serta tempat dan tanggal lahir isteri Pemohon yang betul Pauramba,
28 November 1983 bukan Salonro, 31 Desember 1983 ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut majelis
hakim berpendapat, bahwa perubahan nama tidak menjadikan pernikahan
antara Pemohon dengan Isteri Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan,
hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11
Tahun 2007 Jo, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal
34, yang pada pokoknya pergenefae Remohon bukanlah perubahan

Menimbang, ¢ ) . honan Pemohon
(1) Peraturan
Menteri Agama RI
19 Tahun 2018

i Agama Nomor
a Kecamatan

Lilirilau Kabupate v J e hikan penulisan
terhadap Akta Nikglims ! ) Beptember 2000
tertulis nama Pemg@ ( Q’ 3 dan tempat dan
tanggal lahir isteri P ' e o ber 1983 dirubah

Menimbang. bahwa sal” 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 seffagasana yang telah dirubah untuk kali
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan
yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:
197/15/1X/2000 tanggal 4 September 2000 tertulis nama Pemohon Anto
dirubah menjadi Suryanto dan tempat dan tanggal lahir isteri Pemohon
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tertulis Salonro, 31 Desember 1983 dirubah menjadi Pauramba, 28
November 1983;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan
perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Lilirilau Kabupaten Soppeng, untuk perbaikan biodata pada Akta Nikah
Nomor: 197/15/IX/2000 tanggal 4 September 2000 sesuai diktum
penetapan poin 2 diatas;

4. Membebankan kepada Pemohgi c_membayar biaya perkara ini

26 Pebruari 2019 / :

/

Y V&=

/T

Drs. H. Syamsul Bahri,M.H. DFS. Zainal Farid, S.H., M.HES.
Hakim Anggota Panitera Pengganti
Salmirati, SH., MH. Fauziah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Biaya Proses :Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 100.000,00
- Redaksi :Rp 5.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah ‘Rp 191.000,00
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(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
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